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Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945 

Pasal 2 ayat (I) menyatakan bnhwa " kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

difaksanakan mcnuru1 Lndang-Undang Dasar ··. perubahan 1ersebu1 bermakna bahwa 

kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. 1etapi dilaksanakan 

menurut kctenruan Undang-Undang Oasar. 

Berdasarkan perubnhan 1crsebu1 seluruh anggom DPR. DPD. Prcsiden dan 

Wakl Presiden, OPRD Prc)vinsi dan DPRD Kabupaten/Kotu dipilih melalui pcmilihan 

umum yang dilaksanaknn secara langsung, umum. bebas, rahnsia. jujur. dan adil 

setiap lima tahun sekali. Melalui pcmilu tersebut akan lahir lembaga pcn�akilan dan 

pemerimahan yang dcmokra1is. 

Sesuai dengan an1ana1 reformasi, penyelenggaraan pernilu harus dilaksanakan 

secara lebih berkuali1a5 agar lebih rnenjamin derajat kompetisi yang seha1. 

partisipasif, mempunyai dcraja1 kcterwakilan yang lebih linggi. dan memilik:i 

mekanismc pcrtanggung jawaban yang jclas. Berdasarkan tujuan dan pcrubal:ian 

pelaksanaan pemilu 1crscbu1 maka masyarakal sebagai pcmegang hak dipilih dan 

memilih harus mcmilik1 pcngclahuan tentang apa dan bagaimana pemilu tersebut dan 

bagaimana dilaksanakan. 

Sehubungan dengan pertanyaan bagaimana dilaksanakan pemilu tersebut 

maka instansi 1erkai1 baik ilu lembaga resmi rnelalui Komisi Pcmilihan Urnum (KPlf) 
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dan LS�f-LS�f yang bergerak di bidang sosial kemasyarnkatan mengadakan 

penyuluhan-penyuluhan dalam pclaksanaan pemilu. 

Keberadaan KPU dintur di dalam Keputusan Prcsiden No. 70 Tahun 2001 

Tentang Pembentukan Komisi Pcmilihan Urnum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

adalah sebuah lembaga publik yang secara penuh mengabdi untul. kepentingan publik 

dalam konteks pemilu. dan disebabkan hat 1crsebu1 KPL pada batasan tertentu 

memang barns terbuka untuk diakses olch publik dengan berbagai earn dan berbagai 

kepentingan. Hal ini sesuai dengan Pasal I Keputusan Presiden No. 70 Tahun 200 I : 

(I) Membentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya discbut KPl,,. 

(2) KPU scbagaiman dimaksud dnlam ayat (I) adah1h badan penyelenggaraan 

Pemilihan Umum yang independent dan non partisan, b.:rkedudukan di lbukota 

Negara. 

Alasannya. inilah barangkali yang tepat disebut sebagai dimensi 

ak11ntabilitas KPU terhadap hak pol i tik masyarakat. Atau paling tidak. untuk 

mcmberikan runng yang cukup bagi apn yang di dalam prinsip dcmokrasi dikenal 

sebagai "hak masyarakat untuk tahu''. Tcntu saja. tidal.. setiap tanggnpan publik 

terhadap kine�ja KPU mcsti ditakzimi dan dianggap can do 110 wrong. Apalagi. 

tanggapan publik itu lahir dari scbuab kctidakpahaman atou kcrancuan perspektif. 

Harns dipahami, KPU bukanlah perpanjangan kepentingan kekuasaan seperti fungsi 

) ang dipcrankan lembaga sejenis di zaman Orde Baru. Eksistensialitas KPU semata­

mata rnnduk pad:i :imanat UU untuk melayani pemenuhan hak politik rakyat tidak 

kurang dan tidak lcbih. 
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\ lcmbahas KP{., !>Cbagai suatu dimensi hukum khususnya Hukum 

Administrnsi 0:egara adalah suatu hal yang menarik. seluin disebabkan peran 

scntralnya untuk mclangsung�an pernilu sebngai suatu sistern tegaknya demokrasi 

juga disebabkan tugas pelaksru1aan pemilu yang di akhir-akhir ini sering digambarkan 

sebag ai suatu bentuk kegagulan kerja KPU. KPU tcrbit dari kebijakan-kebijakan 

publik yang diurus oleh segelintir manusia yang disebut DPR RJ. yang masing-

masing anggota DPR-RI tcr.-ebut terikat dengan sistcm yang membentuknya. Atau 

dengan perkataan lain anggou.1 DPR-RJ tcrikat dcngan sistem kepartaiannya yang 

mcngirimkan mereka m enjadi anggota DPR. 

Hukum Administrasi Negara juga mcmbcrikan suatu kojian terhadap peranan 

aparatur negara dnlam hubungannya dengan masyarakal luas. sehingga pcran tcrsebut 

juga harus dapat dicem1inkan dalnm operasional KPU scbagai suatu komisi. schingga 

dengan keadaan tersebut kcbijakan-kcbijakan yang diam bil KPU harus dapat 

memberikan arah dari penegakan Hukum Administrnsi 1'egara. 

A. Pcngertian dan Pcncgasan Judul 

Sebagai suatu bcntuk tulisan ilmiah maka pem bahasan skripsi ini perlu pula 

diberi judul sehingga den gan judul yang diajukan 1erscbut akan dapat digarnbarkan 

apa rang akan dibahas penulis dalam skripsi tersebut. 

Skripsi ini berjudul ··Tl 'JAUA � HLXC..�I AD\11NISTRASI '\EGARA 

TERHADAP PERA:\A '\ KOMISI PE.\llLIHA.'\' UMU\I DALAM ME.\llLffi 
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